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Abstract. Persons with disabilities are vulnerable group and often face challenges in accessing inclusive and 
equal employment. Most persons with disabilities work in informal sector which identic with the absence of 
guaranteed work contracts, guaranteed wages, guaranteed pensions, health insurance and other benefits. This 
condition was increasingly not ideal during the COVID-19 pandemic related to the 2021 Imposition of 
Restrictions on Community Activities (PPKM) policy. This study aimed to find out the general description 
and prevalence of workers with disabilities based on the work sector, examine the influence and tendency of 
individual and regional variable categories on the persons with disabilities participation in the informal sector 
in Java in 2021 using a multilevel logistic regression model. The data used was the August 2021 Sakernas raw 
data and publications of Ministry of National Development Planning and the National Commission on 
Disabilities. Results showed that multilevel binary logistic regression fitted for modelling the individual and 
regional variables effect on the work participation of persons with disabilities in informal sector. Individual 
variables (gender, age, highest education, and job training) and regional variables (the Employment to 
Population Ratio (EPR) of persons with disabilities) significantly affected the participation of persons with 
disabilities in the informal sector. 
Keyword: disability, informal sector, Java Island, multilevel logistic regression. 
Abstrak. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dan sering menghadapi tantangan yang besar 
dalam mengakses pekerjaan yang inklusif dan setara. Mayoritas penyandang disabilitas bekerja pada sektor 
informal yang identik dengan tidak adanya jaminan kontrak kerja, jaminan upah, jaminan pensiun, asuransi 
kesehatan, dan tunjangan lainnya. Kondisi tersebut semakin tidak ideal saat pandemi COVID-19 terkait 
adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahun 2021. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dan prevalensi pekerja disabilitas berdasarkan sektor kerja, 
mengkaji pengaruh serta kecenderungan dari kategori variabel individu dan wilayah terhadap partisipasi kerja 
penyandang disabilitas pada sektor informal di Pulau Jawa tahun 2021 dengan menggunakan model regresi 
logistik multilevel. Data yang digunakan adalah data mentah Sakernas Agustus 2021 dan publikasi dari 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Komisi Nasional Disabilitas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa regresi logistik biner multilevel cocok memodelkan pengaruh variabel individu dan 
variabel wilayah terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor informal. Variabel individu 
(jenis kelamin, umur, pendidikan tertinggi, dan pelatihan kerja) serta variabel wilayah yaitu Employment to 
Population Ratio (EPR) penyandang disabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja 
penyandang disabilitas pada sektor informal. 
Kata Kunci: disabilitas, sektor informal, Pulau Jawa, regresi logistik multilevel. 
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PENDAHULUAN 
Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat umum yang memiliki 

kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat umum lainnya (Putri, 
2017). Pada dasarnya, partisipasi aktif penyandang disabilitas seperti dalam angkatan kerja 
bermanfaat bagi individu maupun masyarakat (Lavasani et al., 2015). Apabila partisipasi 
penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja terbatas, maka akan mengurangi manfaat 
ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh (Institute for Economic and Social Research Faculty 
of Economic and Business University of Indonesia, 2017). Partisipasi penyandang disabilitas 
dalam pasar tenaga kerja didukung oleh pemenuhan dan perlindungan secara hukum 
terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam bekerja. 

Hak-hak bekerja penyandang disabilitas pada awalnya diatur dalam Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang berlaku sejak tahun 2008. Selanjutnya, 
Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui hukum tersebut, meratifikasinya ke 
dalam UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 2008. Hak atas pekerjaan dan 
lapangan kerja yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan hak 
penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dalam 
hal ini mencakup kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih, atau 
diterima secara bebas di bursa kerja, serta lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan 
dapat diakses oleh penyandang disabilitas (Pemerintah Indonesia, 2011). 

Meskipun dasar hukum legal hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah disahkan, 
pada kenyataannya hak tersebut masih belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh 
penyandang disabilitas. Titchkosky (1996) menyatakan bahwa penyandang disabilitas 
telah menghadapi keterbatasan dalam melakukan aktivitas dan memperoleh pelayanan 
publik dalam kondisi normal, terlebih pula saat situasi krisis seperti masa pandemi. Dalam 
rangka merespon pandemi dan mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
yang lebih luas, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan 
aktivitas masyarakat yang diawali dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasarkan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PPKM 
pertama kali diberlakukan pada Januari 2021 dengan salah satu cakupan wilayahnya 
adalah Pulau Jawa. Kondisi ini tentunya memengaruhi partisipasi kerja penyandang 
disabilitas di Pulau Jawa tahun 2021 dan dapat digambarkan melalui tingkat partisipasi 
angkatan kerja (TPAK) penyandang disabilitas. 

Berdasarkan publikasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (2022) 
dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021, 
diperoleh bahwa TPAK penyandang disabilitas di Pulau Jawa hanya sebesar 39,91 persen, 
bahkan mengalami penurunan sebesar 1,57 persen dibandingkan periode Agustus 2019. 
Sementara itu, TPAK bukan penyandang disabilitas periode Agustus 2021 mengalami 
peningkatan dibandingkan Agustus 2019, yakni dari 67,17 persen menjadi 67,35 persen. 
Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk disabilitas berusia kerja yang berpartisipasi 
aktif secara ekonomi di Pulau Jawa pada tahun 2021 masih rendah. 

Kurangnya ketersediaan dan akses lapangan pekerjaan yang layak adalah alasan 
mengapa partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga rendah (International 
Labour Organization & Organization for Economic Co-operation and Development, 2018). Selain 
rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja, diketahui pula 
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bahwa pekerja disabilitas lebih banyak bekerja pada sektor informal (Manuaba et al., 2022). 
Sektor infomal adalah sektor kerja yang identik dengan tidak adanya jaminan kontrak 
kerja, jaminan upah, jaminan pensiun, asuransi kesehatan, dan tunjangan lainnya (United 
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2015). Hal ini menyebabkan 
penyandang disabilitas lebih sulit mendapatkan pekerjaan, lebih berisiko mengalami 
kehilangan pekerjaan, dan memiliki lebih banyak tantangan untuk kembali bekerja, 
terutama saat pemulihan ekonomi di masa pandemi (Arifdianty & Samosir, 2022). 

Penentuan sektor kerja formal dan informal sebagaimana yang digunakan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) adalah berdasarkan status pekerjaan utama. Sektor kerja formal 
mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, 
sementara status pekerjaan utama kategori lainnya termasuk ke dalam sektor informal 
(BPS, 2020). Pada Gambar 1 tampak bahwa mayoritas penyandang disabilitas bekerja pada 
sektor informal. Kategori berusaha sendiri mendominasi status pekerjaan utama pekerja 
disabilitas dengan persentase 29,33 persen. Sedangkan untuk sektor formal, kategori 
berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar merupakan status pekerjaan utama pekerja 
disabilitas dengan persentase terkecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyandang 
disabilitas di Pulau Jawa pada tahun 2021 masih mengalami keterbatasan dan kesenjangan 
dalam berpartisipasi dan mengakses pekerjaan yang setara menurut sektor kerja. 
 

Gambar 1. Persentase Pekerja Disabilitas Berdasarkan Status Pekerjaan Utama di Pulau 
Jawa Tahun 2021 

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah 

Kesenjangan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan 
yang setara menurut sektor kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Hastuti 
et al. (2020), kesenjangan yang menimpa penyandang disabilitas disebabkan oleh 
terjadinya berbagai kendala dalam pembangunan inklusif di Indonesia. Kendala tersebut 
masing-masing saling berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan intensitas kendala 
yang berbeda-beda bagi setiap penyandang disabilitas, tergantung pada karakteristik 
individu serta lingkungan kontekstual tempat penyandang disabilitas berada. Selain itu, 
Wahat (2011) dalam Teori Kesuksesan Karir dari Penyandang Disabilitas, memandang 
bahwa perilaku individu merupakan hasil dari interaksi individu dan wilayah tempat 
individu berada (organisasi dan wilayah tempat tinggal). Dengan kata lain, perspektif ini 
mengusulkan bahwa tidak cukup untuk menjelaskan perilaku kerja penyandang disabilitas 
dengan berfokus pada karakteristik individu atau situasi kerja saja. Sebaliknya, 
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pemahaman yang komprehensif dapat dilakukan dengan melihat interaksi antara 
keduanya. 

Oleh karena itu, dalam menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi partisipasi 
kerja penyandang disabilitas perlu dilihat selain berdasarkan variabel individu, secara 
bersama-sama juga harus mempertimbangkan variabel wilayah, yakni level yang lebih 
tinggi dari level individu. Ini menunjukkan sistem hierarki, yaitu individu merupakan 
bagian dari suatu wilayah, tetapi individu dan wilayah ditetapkan sebagai tingkatan yang 
terpisah. Metode analisis yang tepat digunakan adalah multilevel. Menurut Hox et al. 
(2018), metode multilevel digunakan ketika data penelitian memiliki tingkatan/level atau 
berstruktur hierarki. 

Kesenjangan dalam bekerja berdasarkan sektor kerja yang dialami oleh penyandang 
disabilitas di Pulau Jawa pada tahun 2021 tentu menjadi masalah. Adapun, berdasarkan 
kajian sebelumnya, diperoleh bahwa kesenjangan yang dialami oleh penyandang 
disabilitas dalam bekerja dapat disebabkan oleh interaksi antara variabel individu dan 
variabel wilayah tempat penyandang disabilitas berada. Dengan demikian, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis variabel individu dan variabel wilayah yang memengaruhi 
partisipasi kerja penyandang disabilitas menurut sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021 
menggunakan metode analisis multilevel.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mencakup 6 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten dengan total 85 kabupaten dan 34 kota. 
Unit analisis penelitian adalah angkatan kerja disabilitas yang bekerja maupun sementara 
tidak bekerja, tetapi punya pekerjaan. Variabel dependen penelitian adalah sektor 
pekerjaan yang terdiri dari sektor informal (sukses=1) dan formal (gagal=0). Sementara itu, 
variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 2 level, yakni level 1 (individu) dan 
level 2 (kabupaten/kota). 

Variabel-variabel independen level 1, terdiri dari jenis kelamin, umur, tingkat 
disabilitas, tipe disabilitas, pendidikan tertinggi, dan pelatihan kerja. Sementara level 2, 
yakni Employment to Population Ratio (EPR) penyandang disabilitas, yang merupakan 
persentase penduduk disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah 
penduduk disabilitas berusia 15 tahun ke atas. Adapun, EPR disabilitas menunjukkan 
jumlah penduduk disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dari 100 penduduk 
disabilitas berusia 15 tahun ke atas. Selain EPR, penelitian ini juga melibatkan variabel 
kepemilikan peraturan daerah (perda/pergub/perwali) terkait penyandang disabilitas, dan 
kepemilikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan. 

Data yang digunakan bersumber dari beberapa lembaga atau kementerian. Pada 
variabel variabel individu, data bersumber dari data mentah Survei Angkatan Kerja 
Nasional (Sakernas) periode Agustus 2021. Sementara, untuk variabel wilayah, data 
diperoleh dari publikasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN) 
dan data Komisi Nasional Disabilitas (KND). 

Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif 
bertujuan mengetahui gambaran umum dan prevalensi pekerja disabilitas berdasarkan 
sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021 dengan menggunakan perangkat lunak Ms.Excel dan 
QGis 3.16.16. Untuk mengidentifikasi variabel individu dan wilayah yang memengaruhi 
partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021 
diterapkan metode regresi logistik biner multilevel. Analisis terhadap kecenderungan dari 
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kategori tiap variabel individu dan variabel wilayah terhadap partisipasi kerja penyandang 
disabilitas berdasarkan sektor kerja dilakukan menggunakan odds ratio. Tingkat 
signifikansi (𝛼) yang ditetapkan sebesar 5 persen. Analisis inferensia dilakukan dengan 
menggunakan perangkat lunak RStudio. 

Regresi logistik biner multilevel digunakan ketika pemodelan dilakukan terhadap data 
hierarki yang memiliki variabel dependen berupa data kategorik dengan dua kategori 
(biner), yakni kategori “sukses” dengan kode 1 dan “gagal” dengan kode 0. Harlan (2016) 
menyatakan bahwa model multilevel dibangun dalam model fixed effect dan random effect 
menurut efek variabel independen terhadap variabel dependennya. Pertimbangan random 
effect dibagi menjadi 2, yaitu random intercept dan random slope. Penelitian ini 
mengasumsikan variabel independen untuk setiap kelompok sampel memiliki pengaruh 
yang sama terhadap variabel dependen, sehingga sudah dapat diketahui besar pengaruh 
variabel independen pada setiap level terhadap variabel dependen tanpa harus dibedakan 
antar kelompok. Dengan demikian, model multilevel yang digunakan adalah model 
multilevel dengan random intercept dan persamaan model regresi logistik biner multilevel 
dengan random intercept adalah pada persamaan (1). 

𝑙𝑛 $ !!"
"#$!!"%

% = 𝛾&& + ∑ 𝛾'&𝑋'()	 +∑ 𝛾&+𝑍+) + 𝑢&)
,
+-# + 𝑒().

'-#   ............................................ (1) 

Keterangan: 
𝑖 : amatan pada level individu, 𝑖= 1, 2,…, n; n= 3.396.587 
𝑗  : kabupaten/kota pada level wilayah, 𝑗= 1, 2, …, m; m= 119 
𝑝  : variabel independen pada level individu, 𝑝= 1, 2, …, P; P= 6 
𝑞  : variabel independen pada level kabupaten/kota, 𝑞= 1, 2, …, Q; Q= 3 
𝛾&&  : intersep 
𝛾'&  : koefisien regresi variabel independen ke-p pada level individu 
𝑋'(): variabel independen ke-p untuk individu ke-i dalam kabupaten/kota ke-j 
𝛾&+  : koefisien regresi variabel independen ke-q pada level kabupaten/kota 
𝑍+)  : variabel independen ke-q untuk kabupaten/kota ke-j  
𝑢&)  : random effect untuk kabupaten/kota ke-j 
𝑒()  : residual error untuk individu ke-i dalam kabupaten/kota ke-j 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Gambar 2.(a), pekerja disabilitas di Pulau Jawa sebanyak 78,44 persen 
berada pada sektor informal. Hal serupa juga terjadi apabila dirinci untuk tiap provinsi di 
Pulau Jawa (Gambar 2.(b)). Sementara, persentase pekerja disabilitas yang bekerja pada 
sektor formal secara rata-rata tidak lebih dari 30 persen. Kondisi ini sejalan dengan hasil 
penelitian oleh Gunawan & Rezki (2022) yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas 
cenderung bekerja pada sektor informal dan meningkat selama masa pandemi. 
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                          (a)                                                                                     (b) 

Gambar 2.  (a) Persentase Pekerja Disabilitas Berdasarkan Sektor Kerja Formal dan 
Informal di Pulau Jawa Tahun 2021, (b) Persentase Pekerja Disabilitas Berdasarkan Sektor 

Kerja Formal dan Informal di Pulau Jawa Tahun 2021 pada Masing-Masing Provinsi 
Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah 

 
Untuk variabel wilayah yakni EPR penyandang disabilitas di Pulau Jawa tahun 2021 

menurut kabupaten/kota. Pada Gambar 3, EPR penyandang disabilitas di Pulau Jawa tahun 
2021 cukup bervariasi. Adapun, EPR terendah dan tertinggi masing-masing berada di Kota 
Mojokerto (15,61 persen) dan Kabupaten Sumenep (54,61 persen). 

 

Gambar 3. Sebaran Employment to Population Ratio Penyandang Disabilitas Berdasarkan 
Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021 

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah 
 

Gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pada kabupaten/kota dalam 
memiliki peraturan daerah terkait disabilitas, yakni masih didominasi oleh kabupaten/kota 
yang tidak memiliki peraturan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih rendahnya 
koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah level kabupaten/kota menetapkan 
peraturan terkait penyandang disabilitas. Surwanti & Ma’ruf (2018) berpendapat bahwa 
penetapan peraturan daerah seharusnya dapat relatif singkat apabila terdapat sinergi 
antara berbagai pihak. 
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Gambar 4. Sebaran Kepemilikan Peraturan Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota di 
Pulau Jawa Tahun 2021 

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, diolah 
 

Kepemilikan ULD ketenagakerjaan di Pulau Jawa masih didominasi dengan tidak 
memiliki ULD ketenagakerjaan (Gambar 5). Hal ini diduga terkait dengan masih  
rendahnya sosialisasi dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah 
level kabupaten/kota untuk menyediakan ULD bidang ketenagakerjaan di wilayahnya. 
Priya et al. (2021) menyatakan bahwa adanya peraturan mengenai kuota pekerja disabilitas 
pada perusahaan BUMN/BUMD dan swasta untuk level kabupaten/kota mengakibatkan 
kurangnya kesadaran untuk menyediakan proses rekrutmen dan pengembangan karir 
khusus bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui ULD ketenagakerjaan.

 

Gambar 5. Sebaran kepemilikan ULD Ketenagakerjaan Berdasarkan 
Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021 
Sumber: Komisi Nasional Disabilitas, diolah 

 
Karakteristik pekerja disabilitas di Pulau Jawa pada tahun 2021 cukup berbeda antara 

sektor formal dan informal (Tabel 1). Pekerja disabilitas di Pulau Jawa tahun 2021 
didominasi oleh laki-laki, berumur ≥ 55 tahun, memiliki disabilitas ringan, dengan 
disabilitas tunggal, berpendidikan SMP/Sederajat ke bawah, dan tidak pernah mengikuti 
pelatihan kerja. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Maghfirah (2022), yaitu 
penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor informal cenderung berjenis kelamin laki-
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laki, berumur paruh baya-tua, memiliki tingkat keparahan rendah, berpendidikan 
SMP/Sederajat ke bawah, dan tidak mengikuti pelatihan kerja. 

 
Tabel 1.  

Gambaran Umum Pekerja Disabilitas pada Sektor Formal dan Informal di Pulau Jawa 
Tahun 2021 Berdasarkan Karakteristik Individu 

Variabel Kategori Persentase 
Sektor Kerja (%) 

Informal Formal 
Jenis Kelamin Laki-laki 57,15 24,15 75,85 

Perempuan 42,85 81,90 18,10 
Umur 15-24 tahun 2,52 48,12 51,88 

25-54 tahun 35,45 66,68 33,32 
≥55 tahun 62.03 86,39 13,61 

Tingkat Disabilitas Ringan 95,82 78,34 21,66 
Parah 4,18 80,75 19,25 

Tipe Disabilitas Tunggal 71,49 76,18 23,82 
Multi 28,51 84,11 15,89 

Pendidikan 
Tertinggi 

SMP/Sederajat ke bawah 79,31 86,11 13,89 
Minimal SMA/Sederajat  20,69 49,03 50,97 

Pelatihan Kerja Tidak pernah ikut 89,94 81,37 18,63 
Pernah atau ikut 10,06 52,20 47,80 

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah 
 
Pengujian Signifikansi Random Effect 

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi random effect, diperoleh nilai statistik hitung 
sebesar 331,43 ( 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,000 ), sehingga diperoleh keputusan tolak 𝐻& . Dengan 
demikian dapat dibuktikan terdapat variasi partisipasi kerja penyandang disabilitas 
berdasarkan sektor kerja pada level kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2021. Dengan kata 
lain, model multilevel lebih baik digunakan daripada model dengan satu level. 
 
Perhitungan Nilai Intraclass Correlation Coefficient (ICC) 

Selanjutnya, diperoleh nilai ICC sebesar 12,01 persen. Hal tersebut bermakna bahwa 
keragaman partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa 
tahun 2021 yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik setiap wilayah kabupaten/kota 
di Pulau Jawa adalah sebesar 12,01 persen. Menurut Sorra & Dyer (2010), ICC di atas 0,05 
atau 5 persen menunjukkan ragam antar kelompok sudah cukup besar dan struktur 
pengelompokkan memengaruhi respon individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa peranan level individu dan level kabupaten/kota penting dalam menentukan 
partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. 
 
Pengujian Secara Simultan dan Parsial 

Selanjutnya, pada uji simultan diperoleh nilai sebesar 814,82 ( 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,000 ) 
Keputusan yang diambil adalah tolak 𝐻& . Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa 

https://journal.sragenkab.go.id/
https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i1.449


Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan  
Vol. 8, No. 1, Mei 2024, Hal. 82-96 

p-ISSN: 2580-541X 
e-ISSN: 2614-3356 

 

90 Tersedia online di https://journal.sragenkab.go.id; DOI: https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i1.449 

minimal terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi partisipasi kerja 
penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. 

Tabel 2.  
Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Secara Parsial 

Variabel Independen 𝜸: SE (𝜸:) p-value exp(𝜸:) 
Variabel Individu 

Intersep -0,029 0,334 0,930 0,971 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan (ref) 

-0,389 0,064 0,000* 0,677 

Umur 
15-24 tahun 
25-54 tahun 
≥55 tahun (ref) 

 
-1,266 
-0,693 

 
0,177 
0,066 

 
0,000* 
0,000* 

 
0,281 
0,499 

Tingkat Disabilitas 
Ringan 
Parah (ref) 

 
-0,186 

 
0,167 

 
0,264 

 
0,829 

Tipe Disabilitas 
Tunggal 
Multi (ref) 

 
-0,111 

 
0,076 

 
0,146 

 
0,894 

Pendidikan Tertinggi 
SMP/Sederajat ke bawah 
Minimal SMA/Sederajat (ref) 

 
1,231 

 
0,077 

 
0,000* 

 
3,425 

Pelatihan Kerja 
Tidak pernah ikut  
Pernah atau ikut (ref) 

 
0,537 

 
0,095 

 
0,000* 

 
1,711 

Variabel Wilayah 
EPR Penyandang Disabilitas 0,021 0,007 0,003* 1,021 
Kepemilikan Perda Penyandang 
Disabilitas 
Tidak memiliki 
Memiliki (ref) 

 
 

0,063 

 
 

0,116 

 
 

0,587 

 
 

1,065 

Kepemilikan ULD Ketenagakerjaan 
Tidak memiliki 
Memiliki (ref) 

 
 

0,046 

 
 

0,126 

 
 

0,717 

 
 

1,047 
Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah 

Keterangan: *) signifikan pada  5%; (ref) menyatakan kategori referensi 
𝜸:     : koefisien regresi yang diestimasi 
SE (𝜸:)   : eror baku koefisien regresi yang diestimasi 
p-value  : nilai p 
exp  (𝜸:) : eksponensial dari koefisien regresi yang diestimasi 

 
Berdasarkan Tabel 2, hasil uji parsial level individu diperoleh variabel dengan 

keputusan tolak 𝐻& (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 0,05) adalah jenis kelamin, umur, pendidikan tertinggi, 
dan pelatihan kerja. Dengan demikian cukup bukti bahwa variabel jenis kelamin, umur, 
pendidikan tertinggi, dan pelatihan kerja masing-masing berpengaruh secara signifikan 
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terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa 
tahun 2021. Untuk level kabupaten/kota, hanya EPR penyandang disabilitas yang 
menunjukkan tolak 𝐻&	(𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 0,05). Dengan demikian pada level wilayah, hanya 
variabel EPR penyandang disabilitas yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. 

Kecenderungan penyandang disabilitas berjenis kelamin laki-laki dalam bekerja pada 
sektor informal 0,677 kali lebih kecil dibandingkan perempuan, dengan asumsi variabel 
independen lainnya konstan. Dengan kata lain, kecenderungan penyandang disabilitas 
perempuan untuk bekerja pada sektor informal adalah 1,475 kali lebih besar dibandingkan 
penyandang disabilitas laki-laki. Hasil ini sejalan dengan kajian Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) yang menemukan bahwa 
perempuan penyandang disabilitas mempunyai kerentanan lebih dibandingkan laki-laki 
penyandang disabilitas dan perempuan non-disabilitas. Bahkan, sebelum pandemi 
COVID-19, perempuan penyandang disabilitas sudah menghadapi banyak tantangan 
dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi di ruang publik. Kerentanan 
tersebut akibat dari situasi ganda yang dirasakan, yaitu sebagai perempuan dan sebagai 
penyandang disabilitas. 

Selanjutnya, pada kategori umur 15-24 tahun, kecenderungan penyandang disabilitas 
berumur 15-24 tahun untuk bekerja pada sektor informal lebih kecil sebesar 0,281 kali 
dibandingkan penyandang disabilitas berumur lebih atau sama dengan 55 tahun, dengan 
asumsi variabel independen lainnya konstan. Hasil yang serupa juga terjadi kepada 
penyandang disabilitas untuk kategori umur 25-54 dimana penyandang disabilitas 
berumur 25-54 tahun cenderung bekerja pada sektor informal lebih kecil 0,499 kali 
dibandingkan penyandang disabilitas berumur lebih atau sama dengan 55 tahun, dengan 
asumsi variabel independen lainnya konstan. Menurut Hendro (2020), umur menentukan 
sektor pekerjaan yang akan digeluti. Pekerja disabilitas senior lebih cenderung untuk 
bekerja pada sektor informal daripada pekerja disabilitas muda dan pekerja disabilitas 
paruh baya. 

Variabel tingkat disabilitas diperoleh tidak memengaruhi partisipasi kerja penyandang 
disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021 secara signifikan. Sejalan 
dengan hasil kajian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2021) yang 
menjelaskan fenomena pekerja disabilitas berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan 
kajian tersebut, diperoleh bahwa baik di sektor formal maupun sektor informal, 
penyandang disabilitas yang bekerja sama-sama didominasi oleh penyandang disabilitas 
dengan tingkat keparahan ringan. Dengan kata lain, variabel tingkat keparahan yang 
dimiliki oleh penyandang disabilitas belum cukup dapat memengaruhi perbedaan 
partisipasi kerja penyandang disabilitas menurut sektor kerja formal/informal. 

Variabel tipe disabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi kerja 
penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. Hasil ini tidak 
sejalan dengan hasil penelitian oleh Tobing (2019) yang memperoleh bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan dan positif dari tipe disabilitas terhadap sektor pekerjaan 
penyandang disabilitas. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas tunggal 
memiliki kecenderungan lebih besar untuk dapat bekerja pada sektor formal dibandingkan 
penyandang disabilitas ganda. Perbedaan hasil ini kemungkinan dikarenakan adanya 
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perbedaan cakupan wilayah dan tahun penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh 
juga dapat berbeda.  

Berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan tertinggi, penyandang disabilitas 
berpendidikan SMP/Sederajat ke bawah memiliki kecenderungan untuk bekerja pada 
sektor informal 3,425 kali lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas berpendidikan 
minimal SMA/Sederajat, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sejalan 
dengan hasil penelitian oleh Dewi et al. (2022) yang menemukan bahwa penyandang 
disabilitas berpendidikan rendah memiliki kecenderungan lebih kecil untuk bisa bekerja 
pada sektor formal. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang 
berpendidikan rendah cenderung sulit untuk bekerja pada sektor formal, sehingga mencari 
alternatif dengan bekerja pada sektor informal untuk tetap dapat berpenghasilan.  

Selanjutnya, kecenderungan penyandang disabilitas yang tidak mengikuti pelatihan 
kerja untuk bekerja pada sektor informal 1,711 kali lebih besar dibandingkan penyandang 
disabilitas yang ikut atau pernah mengikuti pelatihan kerja, dengan asumsi variabel 
independen lainnya konstan. Sejalan dengan Maghfirah (2022), penyandang disabilitas 
yang mengikuti pelatihan kerja memiliki peluang lebih kecil untuk bekerja di sektor 
informal dibandingkan dengan penyandang disabilitas yang tidak mengikuti pelatihan 
kerja.  

Variabel wilayah salah satunya diwakili oleh EPR penyandang disabilitas, terbukti 
signifikan memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja 
di Pulau Jawa tahun 2021. Setiap kenaikan 10 persen EPR akan meningkatkan 
kecenderungan partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor informal sebesar 1,233 
kali, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. Kondisi ini tidak dapat 
semata-mata diasumsikan bahwa peningkatan EPR penyandang disabilitas di suatu 
kabupaten/kota justru memberikan dampak buruk terhadap penyandang disabilitas yang 
ditandai dengan meningkatnya partisipasi kerja penyandang disabilitas pada sektor 
informal, sehingga harus diambil langkah untuk menurunkan nilai EPR. Namun, perlu 
diingat bahwa angka pembilang dalam perhitungan EPR penyandang disabilitas 
merupakan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja. Dengan demikian, ketika nilai 
EPR penyandang disabilitas di suatu kabupaten/kota tinggi yang berakibat kepada 
peningkatan penyandang disabilitas untuk bekerja pada sektor informal menandakan 
bahwa jumlah pekerja disabilitas yang besar di suatu kabupaten/kota didominasi oleh 
penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor informal daripada sektor formal. Sejalan 
dengan temuan Purinami et al. (2018) yang menyatakan bahwa seiring perkembangan 
zaman, terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja dengan sektor 
informal menjadi bidang yang paling diminati oleh penyandang disabilitas. Maka, 
fokusnya bukan untuk menurunkan nilai EPR, melainkan kepada bagaimana cara 
meningkatkan EPR di suatu kabupaten/kota yang jumlah pekerja disabilitasnya lebih 
banyak bekerja pada sektor formal. 

Variabel kepemilikan peraturan daerah terkait penyandang disabilitas tidak 
memengaruhi partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau 
Jawa tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat perbedaan antara 
kabupaten/kota yang tidak memiliki perda terkait penyandang disabilitas dengan 
kabupaten/kota yang memiliki perda terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas 
berdasarkan sektor kerja formal/informal. Menurut Aji & Haryani (2017), setiap peraturan 
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nasional maupun daerah yang ditetapkan pada umumnya telah memberikan ruang-ruang 
pemenuhan hak disabilitas dalam hal kesempatan kerja. Akan tetapi, dalam praktik 
pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang muncul. Salah satu faktor yang menjadi 
tantangan adalah masih cukup banyak praktik diskriminasi. Dengan demikian, 
kepemilikan perda di suatu kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2021 belum sepenuhnya 
dapat menjelaskan perbedaan yang signifikan terhadap partisipasi kerja penyandang 
disabilitas berdasarkan sektor kerja. 

Kepemilikan ULD ketenagakerjaan diketahui tidak memengaruhi partisipasi kerja 
penyandang disabilitas berdasarkan sektor kerja di Pulau Jawa tahun 2021. Hasil penelitian 
Wicaksono et al. (2023) menunjukkan bahwa belum sepenuhnya lulusan penyandang 
disabilitas yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan kerja di ULD yang telah 
disediakan di wilayahnya dapat sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, 
sehingga penyandang disabilitas masih sulit untuk diterima kerja. Selain itu, beberapa 
pencari kerja beralasan bahwa dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena digunakan untuk membangun aksesibilitas 
dan akomodasi yang layak (Manuaba et al., 2022). Kondisi tersebut yang diduga juga terjadi 
di Pulau Jawa tahun 2021, sehingga belum terdapat perbedaan antara kabupaten/kota yang 
tidak memiliki ULD ketenagakerjaan dengan kabupaten/kota yang memiliki ULD 
ketenagakerjaan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas berdasarkan sektor 
kerja. 
 
SIMPULAN 

Secara umum, pekerja disabilitas di Pulau Jawa tahun 2021 mayoritas bekerja pada 
sektor informal. Kondisi serupa juga terjadi apabila dilihat berdasarkan masing-masing 
provinsi dimana didominasi oleh penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor 
informal. Prevalensi pekerja disabilitas pada sektor informal antarkabupaten/kota adalah 
tinggi dan cukup beragam.  

Adapun, pekerja disabilitas pada sektor informal di Pulau Jawa tahun 2021 memiliki 
karakteristik, yaitu berjenis kelamin laki-laki, berumur lebih atau sama dengan 55 tahun, 
memiliki disabilitas ringan, dengan tipe disabilitas tunggal, berpendidikan SMP/Sederajat 
ke bawah, dan tidak pernah mengikuti pelatihan kerja. Kecenderungan partisipasi kerja 
penyandang disabilitas pada sektor informal di Pulau Jawa tahun 2021 lebih besar terjadi 
pada penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan, berumur ≥55 tahun, memiliki 
pendidikan SMP/Sederajat ke bawah, dan tidak pernah ikut pelatihan kerja. Sementara, 
berdasarkan variabel wilayah, diperoleh bahwa peningkatan Employment to Population Ratio 
(EPR) suatu kabupaten/kota cenderung akan meningkatkan partisipasi kerja penyandang 
disabilitas pada sektor informal.  

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pemerintah diharapkan lebih 
mengkhususkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kerja dengan melakukan 
penyesuaian antara jenis disabilitas dan kemampuan penyandang disabilitas dengan 
kebutuhan pasar kerja. Kemudian, diperlukan juga peningkatan akan pengawasan 
terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pemberlakukan peraturan daerah 
terkait penyandang disabilitas dan penyediaan ULD ketenagakerjaan. Selain itu, tetap 
diperlukan juga peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan bagi kabupaten/kota 
yang telah memiliki ULD ketenagakerjaan supaya meningkatkan partisipasi penyandang 
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disabilitas dalam mengikuti pelatihan kerja. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat 
menambahkan faktor lain seperti faktor organisasi atau lingkungan tempat kerja 
penyandang disabilitas dimana dalam penelitian ini terdapat keterbatasan karena 
menggunakan data sekunder. 
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